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PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL 

NOMOR PK.10 TAHUN 2014 
TENTANG 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI BADAN SAR NASIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN SAR NASIONAL, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 
negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan 
nepotisme di lingkungan Badan SAR Nasional, perlu 
upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola 
dan penyelenggaraan negara; 

b. bahwa untuk terwujudnya integritas pengelola dan 
penyelenggara negara di lingkungan Badan SAR 
Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
diatur  pengendalian terhadap gratifikasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan tentang Pengendalian 
Gratifikasi Badan SAR Nasional dengan Peraturan 
Kepala Badan SAR Nasional; 

Mengingat  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3581); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4150); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang 
Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4658); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235); 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 
Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional; 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 
Tahun 2012, tentang Strategi Nasional Pencegahan 
dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 
2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; 

7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: 
PER.KBSN Nomor PK.01/2008 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional 
Nomor: PK.18 Tahun 2012; 

8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.19 
Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor 
Search And Rescue; 

9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.20 
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 
Diklat Badan SAR Nasional; 

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012; 
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